BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  75  TAHUN 2007
T E N T A N G

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa sejalan dengan meningkatnya biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul, maka ketentuan tariff air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;


	Memperhatikan :
	1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1523 Tahun 1985 tentang Program Operasional Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;

2. Surat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 690/1004/PUOD, tanggal 16 April 1999, perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999;

3. Berita Acara Sosialisasi kepada Masyarakat Pelanggan, terhadap Rencana Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Bantul Nomor 08/BA/PDAM/2006; 


M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

Besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kriteria penggolongan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul mengumumkan mulai diberlakukannya ketentuan tarif dalam Peraturan Bupati ini kepada masyarakat pelanggan, sekurang-kurangnya dalam waktu         hari sebelum pemberlakuannya.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal   13 Desember 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      68        Tahun 2007
Tanggal   13  Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc. MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2006

TANGGAL

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN BANTUL

	NO
	KELOMPOK PELANGGAN
	TARIF BERDASARKAN KLASIFIKASI KONSUMSI AIR (Rp)

	
	
	0-10 M3
	11-20 M3
	> 20 M3

	
	
	
	
	

	I.
	KELOMPOK I
	
	
	

	
	Sosial Umum
	1.200
	1.200
	1.200

	
	
	
	
	

	II.
	KELOMPOK II
	
	
	

	1. 
	Sosial Khusus
	1.500
	1.875
	2.250

	2. 
	Rumah Tanggan A1
	1.500
	1.875
	2.250

	3. 
	Instansi Pemerintah
	2.250
	2.800
	3.375

	
	
	
	
	

	III.
	KELOMPOK III
	
	
	

	1.
	Rumah Tangga A2
	2.250
	2.800
	3.375

	2.
	Rumah Tangga B
	2.250
	3.000
	3.600

	3.
	Niaga Kecil
	3.500
	4.000

	4.
	Industri Kecil
	3.500
	4.000

	
	
	
	

	IV.
	KELOMPOK IV
	
	

	1.
	Niaga Besar
	4.000
	

	2.
	Industri Besar
	6.000
	

	
	
	
	


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2006

TANGGAL

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

KRITERIA KLASIFIKASI PELANGGAN

I. KELOMPOK I (SOSIAL UMUM)/Golongan Sosial
Yang termasuk dalam klasifikasi palanggan Sosial Umum adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain :

a. Hidran umum;

b. Terminal Air;

c. MCK/WC umum;

d. Tempat ibadah;

e. Kamar mandi umum.

II. KELOMPOK II

1. Sosial Khusus/Golongan Sosial
Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Khusus adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani ketentigan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain :

a. Yayasan Sosial;

b. Rumah Sekolah Negeri/Swasta;

c. Panti Asuhan;

d. Rumah Sakit Pemerintah;

e. PUSKESMAS.

2. Rumah Tangga A1/Golongan Non Niaga
Yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga A1 adalah pelanggan yang dalam rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan masuk kategori bangunan rumah sederhana (RS) atau kategori di bawahnya.

3. Instansi Pemerintah/Golongan Non Niaga
Yang termasuk dalam klasifikasi Instansi Pemerintah, antara lain :

a. Instansi/Lembaga/Kantor Pemerintah;

b. Instansi/Lembaga/Kantor TNI atau POLRI;
c. Sarana Instalasi Pemerintah;

d. Kolam Renang Umum milik Pemerintah;

e. Asrama Pemerintah.

III. KELOMPOK III

1. Rumah Tangga A2/Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga A2 adalah pelanggan yng bangunan rumahnya masuk kategori lebih dari Rumah Sederhana (RS), antara lain:

a. Rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana (RS) yang sudah dikembangkan;

b. Rumah tangga yang bangunan rumahnya cukup bagus;

c. Rumah tangga yang bangunan rumahnya masuk di kawasan lingkungan rumah mewah/real estate;

d. Rumah tangga yang bangunan rumahnya termasuk kategori rumah mewah.

2. Rumah Tangga B/Golongan Non Niaga

Yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang pada rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal, juga terdapat usaha yang mendapatkan keuntungan.

3. Niaga Kecil/Golongan Niaga

Yang termasuk klasifikasi Niaga Kecil, antara lain :
a. Toko/kios/warung;

b. Pedagang eceran/Kaki Lima;

c. Kantor Perusahaan;

d. Praktik Dokter Swasta;

e. Biro Jasa;

f. Losmen, Penginapan;

g. Rumah Sakit Swasta kelas D;

h. Gudang milik perusahaan swasta;

i. Bentuk niaga lain yang sejenis.

4. Industri Kecil/Golongan Industri

Yang termasuk klasifikasi Industri Kecil adalah :
a. Kerajinan tangan rumah tangga;

b. Koveksi kecil;

c. Peternakan kecil;

d. Bentuk industri kecil lainnya.

IV. KELOMPOK IV

1. Niaga Besar/Golongan Niaga

Yang termasuk klasifikasi Niaga Besar, antara lain :

a. Importif dan eksportir;

b. Ekspeditur;

c. Agen, komisioner/makelar;

d. Pasar swalayan;

e. Rumah sakit swasta kelas A/B/C;

f. Kolam renang swasta;

g. Pompa bensin;

h. Distributor/pedagang besar;

i. Bar, discotique, café dan sejenisnya;

j. Hotel dan restaurant;

k. Bengkel besar;

l. Bentuk niaga besar lainnya.

2. Industri Besar/Golongan Industri

Yang termasuk Industri besar antara lain :

a. Pabrik Mobil/karoseri;

b. Pabrik bahan kimia;

c. Perkayuan besar;

d. Peternakan besar;

e. Pabrik minuman;

f. Pabrik es;

g. Bentuk industri besar lainnya.

V. KETENTUAN PEMAKAIAN MINIMAL
a. Golongan selain Niaga dan Industri adalah 10 M3
b. Golongan Niaga dan Industri adalah 20 M3
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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